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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memerikan nikmat 

kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2025.  

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

pasal 27 huruf a bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaran 

Pemerintahan Desa setiap Akhir Tahun Anggaran kepada Bupati, yang tata cara dan 

substansi materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) 

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

Laporan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

Substansi materi laporan ini menggambarkan dan menginformasikan mengenai 

kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa Leran Tahun Anggaran 2025 dengan 

tolok ukur Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan 

Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan 

Masyarakat Desa, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 

Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh 

oleh Pemerintah Desa Leran pada Tahun Anggaran 2025. 

Laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi bagi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik mengenai kinerja penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa Leran Tahun Anggaran 2025 dan untuk meningkatkan 

efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance). 

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun 

Anggaran 2025 disampaikan, atas terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan dan 

penghargaan setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah berkenan membantu 

dan bekerja sama demi kelancaran roda pemerintahan di Desa Leran.  

 

 

 

Leran, 30 Maret 2026 

Pj. Kepala Desa Leran 

 

 

 

Supriyadi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Tujuan Penyusunan Laporan 

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, Kepala 

Desa wajib: 

a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun 

anggaran; 

b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa; 

c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan 

Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; 

d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat; 

e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/wali kota; dan 

f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota. 

 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun 

Anggaran 2025 disusun bertujuan untuk memberikan dan/atau menyebarkan 

informasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan 

bencana, darurat dan mendesak desa sesuai dengan Kewenangan Desa. 

 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun 

Anggaran 2025 diberikan dan/atau disebarkan kepada Masyarakat, Badan 

Permusyawaratan Desa dan disampaikan kepada Bupati yang digunakan untuk 

bahan evaluasi dalam menetapkan kebijakan antara lain catatan kinerja dan 

prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan 

hal-hal yang perlu disempurnakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan 

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

 

B. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

1. Visi 

Untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan Pemerintah Daerah dengan 

Pemerintah Desa dan beberapa pertimbangan potensi dan kondisi desa, maka 

sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 
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pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan 

masyarakat desa, Kepala Desa Leran telah menetapkan Visi sebagai berikut: 

“Mewujudkan Kebersamaan Dalam Pembangunan Desa Leran Menuju Desa 

Mandiri” 

2. Misi 

Untuk mewujudkan visinya, Kepala Desa Leran menetapkan misinya sebagai 

berikut: 

a. Mewujudkan kebersamaan dalam tata kelola Pemerintahan Desa dalam 

pembangunan desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa; 

b. Mewujudkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur sarana prasarana  

fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat desa seperti jalan, penerangan, 

air bersih, pendidikan, kesehatan, olah raga, kebudayaan dll; 

c. Mewujudkan pengembangan kehidupan beragama, peningkatan kualitas iman 

dan taqwa, kerukunan umat beragama dan fasilitas kehidupan beragama; 

d. Mewujudkan peningkatan perekonomian desa dengan penguatan Badan 

Usaha Milik Desa serta pemberdayaan potensi unggulan desa; 

 

C. Strategi dan Kebijakan 

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

maka dirumuskan beberapa strategi dan kebijakan yang sinergis dan 

komprehensif, dengan penjabaran sebagai berikut : 

1. Strategi untuk melaksanakan misi pertama yaitu mewujudkan kebersamaan 

dalam tata kelola Pemerintahan Desa dalam pembangunan desa untuk 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa.  

Strategi ini dalam pelaksanannya ditekankan pada sub bidang/kegiatan: 

a Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 

b Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 

c Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 

d Penyediaan Operasional Pemerintah Desa 

e Penyediaan Tunjangan BPD 

f Penyediaan Operasional BPD 

g Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 

h Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, 

Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 

i Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan 

j Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 

k Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa 

l Pelayanan administrasi umum dan kependudukan 

m Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa 

n Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa 

o Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes 

p Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya 

q Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa 

r Penyusunan Dokumen Keuangan Desa 
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s Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 

t Penyusunan Kebijakan Desa 

u Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

v Pengembangan Sistem Informasi Desa 

w Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan 

Desa 

x Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala 

Kewilayahan danPemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) 

y Administrasi Pertanahan 

z Mediasi Konflik Pertanahan 

å Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga; 

ä Pembinaan LKMD/LPM/LPMD; 

ö Pembinaan PKK;  

aa Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa; 

bb Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat 

Skala Lokal Desa; 

cc Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;dan 

dd Kegiatan lain sesuai dengan Kewenangan Desa. 

2. Strategi untuk melaksanakan misi kedua yaitu mewujudkan pembangunan dan 

peningkatan infrastruktur sarana prasarana fasilitas umum yang dibutuhkan 

masyarakat desa seperti jalan, penerangan, air bersih, pendidikan, kesehatan, 

olah raga, kebudayaan dll.  

Strategi ini dalam pelaksanannya ditekankan pada sub bidang/kegiatan: 

a. Sub Bidang Pendidikan 

1) Penyelenggaraan PAUD Milik Desa; 

2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD Milik Desa; 

3) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ 

Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD Milik Desa; 

4) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi; dan 

5) Kegiatan lain sesuai dengan Kewenangan Desa. 

b. Sub Bidang Kesehatan 

1) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, 

Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu); 

2) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan; 

3) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan; 

4) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB); 

5) Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD; 

6) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ 

Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD;dan 

7) Kegiatan lain sesuai dengan Kewenangan Desa. 

c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

1) Pemeliharaan Jalan Desa; 

2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang; 

3) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani; 
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4) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa; 

5) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, 

Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain); 

6) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan; 

7) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa; 

8) Pemeliharaan Embung Milik Desa; 

9) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa; 

10) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan 

Lingkungan Permukiman/Gang; 

11) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani; 

12) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik 

Desa; 

13) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa 

(Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan 

lain); 

14) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Balai 

Kemasyarakatan; 

15) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa; 

16) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;dan 

17) Kegiatan lain sesuai dengan Kewenangan Desa. 

d. Sub Bidang Kawasan Permukiman 

1) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon 

Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll); 

2) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, 

dll); 

3) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, 

dll., diluar prasarana jalan); 

4) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman 

(Penampungan, Bank Sampah, dll); 

5) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah 

Rumah Tangga); 

6) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa; 

7) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke 

Rumah Tangga (pipanisasi, dll); 

8) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-

gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan); 

9) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah 

Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll); 

10) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air 

Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga); 

11) Pengadaan/Pembangunan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Penerangan 

Permukiman/Jalan Lingkungan/Desa;dan 

12) Kegiatan lain sesuai dengan Kewenangan Desa. 
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e. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 

1) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan 

Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll);dan 

2) Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan 

Informasi Lokal Desa. 

3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa; 

4) Pembangunan/ Rehabilitasi /Peningkatan/ Pengadaan Sarana & 

Prasarana Transportasi Desa; 

5) Pengembangan Infrastruktur Pendukung Desa Siap;dan 

6) Kegiatan lain sesuai dengan Kewenangan Desa. 

f. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 

1) Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat 

Desa; 

2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik 

Desa; 

3) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Kepemudaan & Olahraga Milik Desa;dan 

4) Kegiatan lain sesuai dengan Kewenangan Desa. 

3. Strategi untuk melaksanakan misi ketiga yaitu mewujudkan pengembangan 

kehidupan beragama, peningkatan kualitas iman dan taqwa, kerukunan umat 

beragama dan fasilitas kehidupan beragama.  

Strategi ini dalam pelaksanannya ditekankan pada sub bidang/kegiatan: 

1) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa; 

2) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan 

(perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa;dan 

3) Kegiatan lain sesuai dengan Kewenangan Desa.  

4. Strategi untuk melaksanakan misi empat yaitu mewujudkan peningkatan 

perekonomian desa dengan penguatan Badan Usaha Milik Desa serta 

pemberdayaan potensi unggulan desa.  

Strategi ini dalam pelaksanannya ditekankan pada sub bidang/kegiatan: 

1) Peningkatan Pendapatan Asli Desa melalui Hasil Aset Desa, Hasil Usaha 

Desa, Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong serta Lain-Lain 

Pendapatan Asli Desa; 

2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa; 

3) Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata 

Milik Desa; 

4) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa; 

5) Pembangunan dan Pengembangan Investasi dan Kerjasama Desa Wisata; 

6) Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa; 

7) Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat 

Milik Desa; 

8) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana; 

9) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana; 

10) Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM; 
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11) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan 

Koperasi; 

12) Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa); 

13) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang Dilaksanakan oleh 

Pemdes); 

14) Penyertaan Modal BUM Desa; 

15) Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa; 

16) Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa;dan 

17) Kegiatan lain sesuai dengan Kewenangan Desa. 

 

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa Leran adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, oleh sebab itu guna mewujudkan 

tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan 

Desa Leran.  

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa 

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. 

Agar pengelolaan keuangan Desa Leran lebih mencerminkan keberpihakan 

kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai ketentuan perundang-undangan, maka 

harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan 

tertib dan disiplin anggaran.  

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa Leran sesuai ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan keberpihakan terhadap 

kebutuhan riil masyarakat desa, maka setiap tahunnya ditetapkan Peraturan Desa 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara partisipatif dan 

transparan yang penyusunannya mulai proses penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa, Penyusunan dan Evaluasi serta Verivikasi Rancangan APB 

Desa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. APB Desa di dalamnya 

memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai 

tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 

Kebijakan pengelolaan keuangan Desa Leran untuk Tahun Anggaran 2025 

sudah menerapkan aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES) 

menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa.  
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BAB II 

PROGRAM KERJA  

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 

     

A. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa 

Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) 

Tahun 2025 dan sesuai dengan kewenangan Desa sebagai berikut : 

 

Kode Rekening Program Kerja 
Rencana 

(Rp) 

Pelaksanaan 

(Rp) 

1    Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa   

1 1   Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, 

Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 
  

1 1 01  Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 

Kepala Desa 
  

1 1 01 01 Penghasilan Tetap Kepala Desa 1.000.000,00 1.000.000,00 

1 1 01 02 Tunjangan Kepala Desa 39.200.000,00 39.200.000,00 

1 1 02  Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 

Perangkat Desa 
  

1 1 02 01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa 316.800.000,00 316.800.000,00 

1 1 02 02 Tunjangan Perangkat Desa 221.760.000,00 221.760.000,00 

1 1 03  Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan 

Perangkat Desa 
  

1 1 03 01 Jaminan Sosial Kepala Desa 600.000,00 - 

1 1 03 02 Jaminan Sosial Perangkat Desa 34.548.894,00 34.548.894,00 

1 1 04  

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, 

Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan 

Perkantoran, Pakaian Dinas/Astribut, Listrik/ 

Telpon, dll) 

  

1 1 04 01 Operasional Pemerintah Desa 104.199.898,11 83.458.027,44 

1 1 05  Penyediaan Tunjangan BPD   

1 1 05 01 Tunjangan Kedudukan 74.400.000,00 74.400.000,00 

1 1 06  Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan 

Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 
  

1 1 06 01 Operasional BPD 13.185.000,00 8.625.000,00 

1 1 07  Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW   

1 1 07 01 Operasional RT/RW 28.800.000,00 28.800.000,00 

1 1 08  Operasional Pemerintah Desa yang bersumber 

dari Dana Desa 
  

1 1 08 02 
Dukungan Penyelenggaraan Pencegahan dan 

Penanggulangan Kerawanan Sosial 
2.040.000,00 1.160.000,00 

1 1 08 03 Dukungan Kegiatan Seremonial di Desa 31.000.000,00 31.000.000,00 

1 1 90  Tambahan Tunjangan Kepala Desa 35.360.000,00 33.360.000,00 

1 1 91  Tambahan Tunjangan Perangkat Desa 75.240.000,00 75.240.000,00 

1 1 92  Honorarium Staf Desa   

1 1 92 01 Honorarium Staf Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 
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Kode Rekening Program Kerja 
Rencana 

(Rp) 

Pelaksanaan 

(Rp) 

1 2   Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana 

Pemerintahan Desa 
  

1 2 01  Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ 

Pemerintahan 
  

1 2 01 06 Prasarana Kantor Lainnya 37.985.304,00 29.316.250,00 

1 2 02  Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa   

1 2 02 01 
Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Perkantoran 

Desa 
5.171.896,00 5.170.000,00 

1 2 03  Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ 

Prasarana Kantor Desa**) 
  

1 2 03 04 Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan 602.250.000,00 - 

1 2 99  Lain-Lain Sub Bidang Sarana Prasarana 

Pemerintahan Desa 
6.000.000,00 - 

1 3   
Sub Bidang Pengelolaan Administrasi 

Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan 

Kearsipan 

  

1 3 01  Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan   

1 3 01 01 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 1.252.000,00 1.172.000,00 

1 3 02  Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil 

Desa**) 
  

1 3 02 01 
Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan 

potensi desa) 
36.517.906,00 36.517.906,00 

1 3 03  Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan 

Pemerintahan Desa 
  

1 3 03 01 
Pengelolaan administrasi dan kearsipan 

pemerintahan desa 
510.000,00 510.000,00 

1 4   
Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja 

Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 

Pelaporan 

  

1 4 01  Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan 

Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 
  

1 4 01 01 
Terselenggaranya Musyawarah Desa 

Perencanaan Desa 
3.706.392,00 3.644.760,00 

1 4 01 02 
Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Desa 
3.864.286,00 3.644.760,00 

1 4 01 03 
Terselenggaranya Musyawarah Pembahasan APB 

Desa 
3.864.286,00 3.644.760,00 

1 4 01 04 Terselenggaranya Musyawarah Lainnya 7.412.784,00 - 

1 4 02  Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya 

(Musdus, Rembug Desa Non Reguler) 
  

1 4 02 01 Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler 20.436.564,00 17.190.012,00 

1 4 03  Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa 

(RPJMDesa/RKPDesa dll) 
  

1 4 03 01 Dokumen Perencanaan Desa 2.810.904,00 1.550.000,00 

1 4 04  Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, 

APBDes Perubahan, LPJ dll) 
  

1 4 04 01 Dokumen Keuangan Desa 2.514.816,00 1.465.000,00 

1 4 05  Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian 

Aset Desa 
  

1 4 05 01 
Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Aset 

Desa 
683.232,00 - 
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Kode Rekening Program Kerja 
Rencana 

(Rp) 

Pelaksanaan 

(Rp) 

1 4 06  Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades 

selain Perencanaan/Keuangan) 
  

1 4 06 01 
Dokumen Kebijakan Desa non Rencana 

Pembangunan/Keuangan 
1.105.000,00 610.000,00 

1 4 07  Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan 

Informasi Kepada Masyarakat 
  

1 4 07 01 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 570.000,00 270.000,00 

1 5   Sub Bidang Pertanahan   

1 5 06  Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)   

1 5 06 01 Terselenggaranya Administrasi PBB 14.845.000,00 14.416.344,00 

1 5 07  Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas 

Desa 
  

1 5 07 01 Batas Tanah Desa 31.950.000,00 - 

 

B. Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada 

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

Laporan Kepala Desa, bahwa rincian kegiatan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai 

berikut : 

No Sub Bidang Kegiatan 
Banyaknya/ 

Jumlah 

1 2 3 4 

1.  
Peraturan 
Perundang-
undangan. 

a. Peraturan Desa 8 

b. Peraturan Bersama Kepala Desa 0 

c. Peraturan Kepala Desa 4 

d. Keputusan Kepala Desa 14 

2.  Kependudukan. 

a. Jumlah Penduduk: 
1) Laki-laki 
2) Perempuan 
3) Jumlah Kepala Keluarga 
4) Jumlah Anggota Keluarga 
5) Jumlah Jiwa 

 
3.086 
2.958 
1.768 
4.276 
6.044 

b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat 
Pendidikan: 

1) Pendidikan Umum 
▪ Tidak/Belum Sekolah 
▪ Belum Tamat SD/Sederajat 
▪ Tamat SD/Sederajat   
▪ SLTP/Sederajat 
▪ SLTA/Sederajat 
▪ Diploma I/II 
▪ Akademi/Diploma III/Sarjana Muda 
▪ Diploma IV/Strata I 
▪ Strata-II 
▪ Strata-III 

2) Pendidikan Khusus 
 

 
 
 

1.457 
640 

1.003 
986 

1.653 
7 

23 
263 

10 
2 
0 

c. Jumlah Penduduk Menurut Mata 
Pencaharian: 

1) Belum/Tidak Bekerja 
2) Mengurus Rumah Tangga 
3) Pelajar/Mahasiswa 

 
 

1.447 
1.212 
1.272 
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No Sub Bidang Kegiatan 
Banyaknya/ 

Jumlah 

4) PENSIUNAN 
5) PNS 
6) TNI 
7) Kepolisian RI (POLRI) 
8) Perdagangan 
9) Petani/Pekebun  
10) Peternak 
11) Nelayan/Perikanan 
12) Industri  
13) Kontruksi 
14) Transportasi 
15) Karyawan Swasta 
16) Karyawan BUMN 
17) Karyawan BUMD 
18) Karyawan Honorer 
19) Buruh Harian Lepas 
20) Buruh Tani/Perkebunan 
21) Buruh Nelayan/Perikanan 
22) Buruh Peternakan 
23) Pembantu Rumah Tangga 
24) Tukang Cukur 
25) Tukang Listrik 
26) Tukang Batu 
27) Tukang Kayu 
28) Tukang Sol Sepatu 
29) Tukang Las/Pandai Besi 
30) Tukang Jahit 
31) Tukang Gigi 
32) Penata Rias 
33) Penata Busana 
34) Penata Rambut 
35) Mekanik 
36) Seniman 
37) Tabib 
38) Paraji 
39) Perancang Busana 
40) Penterjemah 
41) Imam Masjid 
42) Pendeta 
43) Pastor 
44) Wartawan 
45) Ustadz/Mubaligh 
46) Juru Masak 
47) Promotor Acara 
48) Anggota DPR RI 
49) Anggota DPD RI 
50) Anggota BPK 
51) Presiden 
52) Wakil Presiden 
53) Anggota Mahkamah Konstitusi 
54) Anggota Kabinet Kementrian 
55) Duta Besar 
56) Gubernur 
57) Wakil Gubernur 
58) Bupati 
59) Wakil Bupati 
60) Walikota 
61) Wakil Walikota 

2 
11 
3 
0 
3 

70 
0 

68 
0 
0 
0 

725 
2 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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No Sub Bidang Kegiatan 
Banyaknya/ 

Jumlah 

62) Anggota DPRD Provinsi 
63) Anggota DPRD Kab./Kota 
64) Dosen 
65) Guru 
66) Pilot 
67) Pengacara 
68) Notaris 
69) Arsitek 
70) Akuntan 
71) Konsultan 
72) Dokter 
73) Bidan 
74) Perawat 
75) Apoteker 
76) Psikiater/Psikolog 
77) Penyiar Televisi 
78) Penyiar Radio 
79) Pelaut 
80) Peneliti 
81) Sopir 
82) Pialang 
83) Paranormal 
84) Pedagang 
85) Perangkat Desa 
86) Kepala Desa 
87) Biarawan/Biarawati 
88) Wiraswasta 
89) Anggota Lembaga Tinggi Lainnya 
90) Artis 
91) Atlit 
92) Cheff 
93) Manajer  
94) Tenaga Tata Usaha 
95) Operator 
96) Pekerja Pengolahan Kerajinan 
97) Teknisi 
98) Asisten Ahli 
99) Pekerjaan Lainnya 

0 
0 
4 

77 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
0 

35 
7 
0 
0 

1.066 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 

3.  Pertanahan. 

a. Status Tanah: 
1) Sertifikat Hak Milik 
2) Sertifikat Hak Guna Usaha 
3) Sertifikat Hak Pakai 

 
1.650 

1 
72 

b. Luas Tanah: 
1) Bersertifikat 
2) Belum Bersertifikat 
3) Tanah Kas Desa 

1.367,79 
Ha  

1.723 
 

72 

c. Peruntukan: 
1) Jalan 
2) Tanah Ladang 
3) Bangunan Umum 
4) Perumahan 
5) Ruang Fasilitas Umum 

 
6,35 Ha 

13,46 Ha 
- Ha 

47,07 Ha 
2,62 Ha 

d. Tanah yang Belum Dikelola 
1) Hutan 
2) Rawa-rawa 

 
- 
- 

4.  
Manajemen 
Pemerintahan. 

a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 
1) PNS 

10 Orang 
1 
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No Sub Bidang Kegiatan 
Banyaknya/ 

Jumlah 

2) Non PNS 9 Orang 

b. Jumlah Anggota BPD 9 Orang 

c. Musyawarah Desa 6 Kali 

d. Musrengbangdes 5 Kali 

e. Musyawarah BPD 10 Kali 

5.  
Ketentraman dan 
Ketertiban. 

a. Pembinaan Hansip 
1) Jumlah Anggota 

 
35 Orang 

2) Alat Pemadam kebakaran 0 

3) Jumlah Hansip Terlatih 9 Orang 

b. Ketentraman dan Ketertiban:  

1) Jumlah Kejadian kriminal 3 Kali 

2) Jumlah Bencana Alam 0 

3) Jumlah Operasi Penertiban 0 

4) Jumlah Pos Keamanan 6 Unit 

5) Jumlah Kecelakaan Remaja 0 

6.  
Pembinaan 
lembagaan 
Kemasyarakatan. 

a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 
1) Rt/Rw – Ada/Tidak 
2) PKK – Ada/Tidak 
3) Karang Taruna – Ada/Tidak 
4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak 
5) LPM – Ada/Tidak 

 
Ada 
Ada 
Ada 
Ada 
Ada 

b. Lembaga kemasyarakatan membantu 
pemerintah Desa dalam penyelenggaraan 
pemerintah, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan dan 
pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak 

Ya 

c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah 
partisipasi masyarakat dan sebagai mitra 
Pemerintah Desa - Ya/Tidak 

Ya 

d. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan 
dalam pelaksanaan program sektor dan 
program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak 

Ya 

e. Lembaga Adat – Ada Tidak Ya 

f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan 
Desa terpisah dengan lembaga 
kemasyarakatan – Ya/Tidak 

Ya 
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BAB III 

PROGRAM KERJA  

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 

     

A. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa 

Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan 

Desa dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 dan 

sesuai dengan kewenangan Desa sebagai berikut : 

 

Kode Rekening Program Kerja 
Rencana 

(Rp) 

Pelaksanaan 

(Rp) 

2       Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa   

2 1     Sub Bidang Pendidikan   

2 1 01   
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/ 
TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa 
(Honor, Pakaian, dll) 

  

2 1 01 01 Operasional PAUD Milik Desa  4.421.067,00   4.421.067,00  

2 1 10   
Dukungan Pendidikan bagi Siswa 
Miskin/Berprestasi 

  

2 1 10 01 Jumlah Siswa Penerima Bea Siswa  3.550.000,00   2.350.000,00  

2 2     Sub Bidang Kesehatan   

2 2 02   
Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, 
Kelas Bumil, Lansia, Insentif) 

  

2 2 02 01 Makanan Tambahan  76.230.000,00   76.230.000,00  

2 2 02 02 Jumlah Ibu Hamil  3.600.000,00   3.600.000,00  

2 2 02 03 Jumlah Lansia  9.000.000,00   9.000.000,00  

2 2 02 04 Terselenggaranya Operasional Posyandu  46.236.000,00   46.236.000,00  

2 2 04   Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan   

2 2 04 02 
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 
Lainnya 

 57.079.430,00   49.216.997,00  

2 2 09   
Pembangunan/Rehabilitasi/ 
Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana 
Posyandu/Polindes/PKD** 

  

2 2 09 05 Sarana Posyandu/Polindes/PKD Lainnya  9.000.000,00   9.000.000,00  

2 3     
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang 

  

2 3 01   Pemeliharaan Jalan Desa   

2 3 01 01 Pemeliharaan Jalan Desa  10.000.000,00   10.000.000,00  

2 3 11   
Pembangunan/Rehabilitasi/ 
Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan 
Permukiman**) 

  

2 3 11 01 Jalan Pemukiman/Gang  250.000.000,00   250.000.000,00  

2 3 12   
Pembangunan/Rehabilitasi/ 
Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani**) 

  

2 3 12 01 Pembangunan Jalan Usaha Tani  92.429.294,00   58.000.000,00  

2 3 14   
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan 
Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll) 

  

2 3 14 01 
Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, 
Selokan, Box/Slab Culvert,Drainase, Prasarana 
Jalan lain)  

 413.530.000,00   413.530.000,00  
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Kode Rekening Program Kerja 
Rencana 

(Rp) 

Pelaksanaan 

(Rp) 

2 3 16   
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan 
Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik 
Desa/Petilasan 

  

2 3 16 01 Pemakaman Milik Desa  100.000.000,00   100.000.000,00  

2 3 99   
Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan 
Umum dan Tata Ruang 

 2.025.000,00   1.950.000,00  

2 4     Sub Bidang Kawasan Pemukiman   

2 4 05   
Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-
Gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan) 

  

2 4 05 01 Pemeliharaan Sanitasi  46.695.477,00   46.695.000,00  

2 4 13   
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan 
Sanitasi Permukiman**) 

  

2 4 13 01 
Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, 
Parit, dll., diluar prasarana jalan) 

 102.000.000,00   102.000.000,00  

2 4 90   
Pengadaan/Pembangunan/ Pengembangan/ 
Pemeliharaan Penerangan Permukiman/Jalan 
Lingkungan/Desa 

  

2 4 90 04 
Pemeliharaan Penerangan Permukiman/Jalan 
Lingkungan/Desa 

 17.000.000,00   16.555.000,00  

2 6     
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan 
Informatika 

  

2 6 02   
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, 
Baliho, dll) 

  

2 6 02 01 
Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes 
untuk informasi kepada masyarakat 

 1.620.000,00   702.000,00  

2 6 03   
Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi 
Komunikasi dan Informasi Lokal Desa  

  

2 6 03 01 
Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi 
Komunikasi dan Informasi Lokal Desa  

 67.750.000,00   66.491.654,00  

2 6 04   
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 
Transportasi Desa 

  

2 6 04 01 
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 
Transportasi Desa 

 2.976.544,04   1.625.900,00  

2 6 90   
Pengembangan Infrastruktur Pendukung Desa 
Siap 

  

2 6 90 01 Infrastruktur Pendukung Desa Siap  41.701.200,00   41.701.200,00  

2 8     Sub Bidang Pariwisata   

2 8 02   
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Pariwisata Milik Desa**) 

  

2 8 02 01 Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa  43.925.000,00   43.925.000,00  
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B. Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada 

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

Laporan Kepala Desa, bahwa rincian kegiatan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagai 

berikut : 

 

No Sub Bidang Kegiatan 
Jumlah/ Ada/ 
Tidak Ada -  

Ya/Tidak 

1 2 3 4 

1. 
Sarana dan 
Prasarana 

a. Jalan Desa (Km) 3,2 

b. Jalan Kabupaten/Kota (Km) 1,46 

c. Jalan Provinsi (Km) Tidak Ada 

d. Jalan Negara (Km) Tidak Ada 

e. Jembatan (Buah) 6 

f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak) Ada 

2. 
Pembangunan 
Pendidikan 

a. Tempat Pendidikan Umum 
1). Kelompok Bermain (Jumlah) 
2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah) 
3). Sekolah Dasar (Jumlah) 
4). Sekolah Menengah (Jumlah) 
5). Akademi (Jumlah) 
6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah) 

 
b. Tempat Pendidikan Khusus 

1). Pendidikan Pesantren (Jumlah) 
2). Madrasah (Jumlah) 
3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 
4). Balai Latihan Kerja (Jumlah) 
5). Kursus-Kursus (Jumlah) 

 
3 
3 
1 
0 
0 
0 

 
 

1 
6 
0 
0 
0 

3. 
Pembangunan 
Kesehatan 

a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) 
b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) 
c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) 
d. Rumah Sakit Mata (Jumlah) 
e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) 
f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) 
g. Rumah Bidan (Jumlah) 
h. Puskesmas (Jumlah) 
i. Apotik (Jumlah) 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 

4. 
Pembangunan Sosial 
Budaya dan 
Keagamaan 

a. Sarana Olahraga: 
1). Lapangan Umum (Jumlah) 
2). Lapangan Khusus (Jumlah) 

b. Sarana Keseninan/Kebudayaan: 
1). Gelanggang Remaja (Jumlah) 
2). Gedung Kesenian (Jumlah) 
3). Gedung Teater (Jumlah) 
4). Gedung Bioskop (Jumlah) 

c. Sarana Sosial: 
1). Panti Asuhan (Jumlah) 
2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) 
3). Panti Wordo (Jumlah) 
4). Panti Jompo (Jumlah) 

d. Sarana Komunikasi: 
1). Radio Komunitas (Jumlah) 
2). Papan Pengumuman(Jumlah) 

 
1 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
7 
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5. 
Pembangunan 
Lingkungan Hidup dan 
Pemukiman 

a. Pembangunan Perumahan 
Rakyat/Pengembangan (Jumlah) 

b. Industri Besar (Jumlah) 
c. Industri Sedang (Jumlah) 
d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) 
e. Tempat Rekreasi (Jumlah) 
f. Hotel (Jumlah) 
g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) 
h. Saluran Irigasi (Jumlah) 

 
1 
0 
0 
5 
1 
0 
0 
1 
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BAB IV 

PROGRAM KERJA 

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 

 

A. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa 

Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

Desa dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 dan 

sesuai dengan kewenangan Desa sebagai berikut : 

 

Kode 
Rekening 

Program Kerja 
Rencana 

(Rp) 

Pelaksanaan 

(Rp) 

3       Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa   

3 2     Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan   

3 2 03   Penyelenggaraan Festival Kesenian, 
Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT 
RI, Raya Keagamaan, dll) 

  

3 2 03 01 Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan 
Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan 
Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, 
hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa 

79.452.340,00  78.624.445,00  

3 3 03   Penyelenggaraan Festival/ Lomba 
Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa 

  

3 3 03 01 Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan 
Festival/Lomba Kepemudaan dan 
Olahraga tingkat Desa 

13.878.904,00   6.000.000,00  

3 3 06   Pembinaan Karangtaruna/ Klub 
Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa 

  

3 3 06 01 Terselenggaranya Pembinaan Karang 
Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 
Milik Desa 

 5.000.000,00  0,00    

3 4     Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat   

3 4 03   Pembinaan PKK   

3 4 03 01 Terselenggaranya Pembinaan PKK 10.000.000,00  8.725.000,00  
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B. Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada 

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

Laporan Kepala Desa, bahwa rincian kegiatan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagai 

berikut : 

 

No Sub Bidang Kegiatan 
Jumlah/ 

Ada/ Tidak 

1 2 3 4 

1.  Sosialisasi Produk 
Hukum Desa 

a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 
1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa (Berapa Kali) 

1 

2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 
6 Tahun 2014 (Berapa Kali) 

1 

3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa 
Kali) 

1 

b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah  

1) Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Desa 
(Berapa Kali) 

1 

2) Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Desa 
(Berapa Kali) 

1 

c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa  

1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali) 8 

2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa 4 

3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa 
(Berapa Kali) 

0 

2.  Pelaksanaan Hak 
dan Kewajiban 
Masyarakat 

a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban 
Masyarakat (Berapa Kali) 

1 

  b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada 
Pemerintah Desa (Ada/Tidak) 

Ada 

c. Masyarakat memperoleh informasi dan 
pelayanan yang adil (Ya/Tidak) 

Ya 

d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari 
gangguan ketentraman dan ketertiban 
(Ya/Tidak) 

Ya 

e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai 
kegiatan di Desa (Ya/Tidak) 

Ya 

3.  Sosial Budaya 
Masyarakat 

a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup 
beragama (Berapa Kali) 

1 

 b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga 
dan kesenian (Berapa Kali) 

1 

c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan 
ketertiban masyarakat (Berapa kali) 

1 

d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup 
(Beberapa kali) 

1 

e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan 
kriminal (Berapa Kali) 

1 

f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa 
Kali) 

1 

4.  Sosial Keagamaan a. Majelis Taklim (Jumlah) 3 

b. Majelis Gereja (Jumlah) 0 

c. Majelis Budha (Jumlah) 0 

d. Majelis Hindu (Jumlah) 0 
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No Sub Bidang Kegiatan 
Jumlah/ 

Ada/ Tidak 

e. Remaja Masjid (Jumlah) 5 

f. Remaja Gereja (jumlah) 0 

g. Remaja Budha (Jumlah) 0 

h. Remaja Hindu (Jumlah) 0 

5.  Ketenagakerjaan a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah) 0 

  b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah) 0 
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BAB V 

PROGRAM KERJA 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

 

A. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Desa dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 dan 

sesuai dengan kewenangan Desa sebagai berikut : 

 

Kode 
Rekening 

Program Kerja 
Rencana 

(Rp) 

Pelaksanaan 

(Rp) 

4       Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa     

4 1     Sub Bidang Kelautan dan Perikanan     

4 1 03   Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan 
Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa 

    

4 1 03 02 Kolam Perikanan Darat Milik Desa 95.000.000,00  95.000.000,00  

4 2     Sub Bidang Pertanian dan Peternakan     

4 2 04   Pemeliharaan Saluran Irigasi 
Tersier/Sederhana 

    

4 2 04 01 Pemeliharan Saluran Irigasi 
Tersier/Sederhana 

44.400.000,00  44.400.000,00  

4 5 99   Lain-Lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM) 

9.934.256,00  4.424.760,00  

4 6     Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal     

4 6 02   Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan 
yang Dilaksanakan oleh Pemdes) 

    

4 6 02 01 Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan BUM 
Desa (Dilaksanakan oleh Desa) 

58.735.348,00  15.750.000,00  

4 7     Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian     

4 7 01   Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa     

4 7 01 01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa 11.350.000,00  11.350.000,00  
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B. Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

Laporan Kepala Desa, bahwa rincian kegiatan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai 

berikut : 

 

No. Sub Bidang Kegiatan 
Jumlah/ Ada/ 

Tidak 

1 2 3 4 

1.  Sosialisasi dan 
motivasi masyarakat 

a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali) 1 

b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali) 1 

c. Bidang Politik (Berapa Kali) 1 

d. Bidang Lingkungan Hidup (Berapa Kali) 1 

2.  Pemberdayaan 
Masyarakat 

a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali) 12 

b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali) 1 

c. Pemberdayaan Olahraga (Berapa Kali) 1 

d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali) 1 

3.  Penggalangan 
Partisipasi Masyarakat 

a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali) 12 

b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali) 12 
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BAB VI 

PROGRAM KERJA 

PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 

 

A. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Penanggulangan Bencana, 

Darurat dan Mendesak Desa 

Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, 

Darurat dan Mendesak Desa dengan mengacu pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP 

Desa) Tahun 2025 dan sesuai dengan kewenangan Desa sebagai berikut : 

 

Kode 
Rekening 

Program Kerja 
Rencana 

(Rp) 

Pelaksanaan 

(Rp) 

5       
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat 
dan Mendesak Desa 

    

5 3     Sub Bidang Keadaan Mendesak     

5 3 01   Sub Bidang Keadaan Mendesak     

5 3 01 01 Bantuan Langsung Tunai (BLT) 36.000.000,00  36.000.000,00  

 

B. Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada 

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa 

Rincian kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Bidang 

Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa yaitu penanganan 

kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung 

Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat menggunakan data 

Pemerintah sebagai acuan, dengan penerima sejumlah 10 (sepuluh) Keluarga 

Penerima Manfaat. 

 

No. Sub Bidang Kegiatan 
Jumlah/ Ada/ 

Tidak 

1 2 3 4 

1 Keadaan Mendesak Bantuan Langsung Tunai (BLT) 10 KPM 
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BAB VII 

PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

 

A. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa 

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran masyarakat Desa yang disusun sesuai dengan kebutuhan 

penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, 

efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian 

sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan 

pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Leran Tahun Anggaran 2025 

telah ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagai berikut: 

1. Peraturan Desa Leran Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025. 

2. Peraturan Desa Leran Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas 

Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 

 

B. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 

(termasuk perubahannya) sebagai berikut : 

1. Pendapatan Desa 
 a. Pendapatan Asli Desa Rp 249.050.000,00 
 b. Pendapatan Transfer Rp 3.075.732.000,00 
 c. Pendapatan Lain Rp 16.100.000,00 
 Jumlah Pendapatan Rp 3.340.882.000,00 

2. Belanja Desa 
 a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 1.766.584.162,11 
 b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 1.400.769.012,04 
 c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp 108.331.244,00 
 d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 219.419.604,00 
 e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan 

Darurat dan Mendesak Desa 
Rp 36.000.000,00 

 Jumlah Belanja Rp 3.531.104.022,15 
 Surplus/(Defisit) Rp (190.222.022,15) 

3. Pembiayaan Desa 
 a. Penerimaan Pembiayaan Rp   290.222.022,15 
 b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 100.000.000,00 
 Selisih Pembiayaan (a-b) Rp   190.222.022,15 
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 0,00 
 

Uraian lebih lanjut mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran 2025 (termasuk perubahannya) sebagai berikut : 



- 26 - 
 



- 27 - 
 



- 28 - 
 



- 29 - 
 



- 30 - 
 



- 31 - 
 



- 32 - 
 

 



- 33 - 
 

C. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa 

Pj. Kepala Desa Leran telah menetapkan Peraturan Desa Leran Nomor 1 Tahun 

2026 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa Tahun Anggaran 2025. Peraturan Desa tersebut disertai dengan:  

1. Laporan Keuangan, terdiri atas:  

a. Laporan Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2025 
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b. Catatan Atas Laporan Keuangan 

 

Catatan Atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik 

Tahun Anggaran 2025 

 

A. Informasi Umum 
Desa Leran merupakan Desa di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sesuai 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2024 tentang 

Penetapan Nama Desa dan Kelurahan.  

Saat ini kepengurusan Pemerintah Desa Leran sebagai berikut :  

1. Pj. Kepala Desa   : Supriyadi 

2. Sekretaris Desa  : Mahmudi 

3. Bendahara    : Hikmatul Adhimah 

Kantor Pemerintah Desa Leran beralamat di Jl. Darussalam RT 004 RW 001 

Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. 

 

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan 
Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan 

dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas, dan Belanja dicatat pada saat 

kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif. 

 

C. Rincian Pos Laporan Keuangan   
1. Rekonsiliasi SiLPA dan Kas 

I. SiLPA Tahun Sebelumnya (Saldo Kas Akhir Tahun 
Sebelumnya – Hutang Pajak)  

290.222.022,15 

  

Mutasi Pajak:  

1. Saldo awal periode potongan pajak yang 
belum disetor ke Kas Negara 

0,00  

2. Penerimaan potongan pajak tahun 
anggaran berjalan 

61.365.221,00  

3. Setoran pajak ke kas negara selama 
tahun anggaran berjalan non deposit 

52.266.885,00  

4. Setoran pajak ke kas negara selama 
tahun anggaran berjalan dengan deposit 

9.098.336,00  

II. Saldo akhir periode potongan pajak yang belum disetor ke kas 
negara (1+2-3-4) 

0,00 

  

Mutasi Penerimaan:  

1. Penerimaan Pendapatan Desa 3.198.526.764,17  

2. Penerimaan Pembiayaan Desa (selain 
SiLPA) 

0,00  

III. Jumlah Mutasi Penerimaan (1+2) 3.198.526.764,17 

   

Mutasi Pengeluaran:  

1. Pengeluaran Belanja Desa 2.726.977.736,44  

2. Pengeluaran Pembiayaan Desa 100.000.000,00  
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IV. Jumlah Mutasi Pengeluaran (1+2) 2.826.977.736,44 

   

Mutasi Panjar   

1. Pemberian Panjar 773.487.876,00  

2. SPJ Panjar 766.007.996,00  

3. Pengembalian Sisa Panjar 7.479.880,00  

V. Sisa Panjar yang belum dikembalikan ke Kas Desa (1-2-3) 0,00 

VI. Biaya Admin Bank yang tidak dianggarkan pada APB Desa 0,00 

VII. Top Up Deposit Pajak 9.098.336,00 

VIII. Pemakaian Deposit 9.098.336,00 

IX. Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran Berjalan (I+II+III-IV-V-VI-VII-
VIII) 

661.771.049,88 

 

Saldo Deposit Pajak 

I. Saldo Awal Deposit Pajak 0,00 

II. Top Up Deposit Pajak 9.098.336,00 

III. Setoran Pajak Memakai Deposit Pajak 9.098.336,00 

Saldo Akhir Deposit Pajak (I + II – III) 0,00 

 

2. Pendapatan Asli Desa 
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

a. Hasil Usaha 50.000.000,00 10.000.000,00 40.000.000,00 

b. Hasil Aset 199.050.000,00 111.550.000,00 87.500.000,00 

c. Swadaya, Partisipasi 
dan Gotong Royong 

0,00 0,00 0,00 

d. pendapatan asli Desa 
lain 

0,00 0,00 0,00 

Jumlah 249.050.000,00 121.550.000,00 127.500.000,00 

 

3. Dana Desa 
Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah 

penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Dana Desa 1.158.004.000,00 1.158.004.000,00 0,00 

 

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah 
Penerimaan desa yang berasal dari Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 

adalah sebagai berikut:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Bagian Hasil Pajak dan 
Retribusi Daerah 

843.235.000,00 827.640.092,00 15.594.908,00 

 

5. Alokasi Dana Desa 
Penerimaan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah 

sebagai berikut:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Alokasi Dana Desa (ADD) 509.493.000,00 509.493.000,00 0,00 
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6. Bantuan Keuangan Provinsi 
Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur 

adalah sebagai berikut:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Bantuan Keuangan 
Provinsi 

0,00 0,00 0,00 

 

7. Bantuan Keuangan Kabupaten 
Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Gresik 

adalah sebagai berikut:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Bantuan Keuangan 
Kabupaten 

565.000.000,00 565.000.000,00 0,00 

 

8. Pendapatan Lain-lain 
Pendapatan Lain-lain terdiri dari:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

a. Penerimaan dari hasil 
kerjasama antar Desa 

0,00 0,00 0,00 

b. Penerimaan dari hasil 
kerjasama dengan 
pihak ketiga 

0,00 0,00 0,00 

c. Penerimaan bantuan 
dari perusahaan yang 
berlokasi di Desa 

9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 

d. Hibah dan sumbangan 
dari pihak ketiga 

0,00 0,00 0,00 

e. Koreksi kesalahan 
belanja tahun-tahun 
anggaran sebelumnya 
yang mengakibatkan 
penerimaan di kas 
Desa 

0,00 0,00 0,00 

f. Bunga Bank 6.500.000,00 7.239.672,17 739.672,17 

g. Pendapatan lain Desa 
yang sah 

0,00 0,00 0,00 

Jumlah 16.100.000,00 16.839.672,17 739.672,17 

 

9. Belanja – Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:  

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Belanja Pegawai 798.908.894,00 796.308.894,00 2.600.000,00 

Belanja Barang dan Jasa 289.489.964,11 247.848.569,44 41.641.394,67 

Belanja Modal 678.185.304,00 29.316.250,00 648.869.054,00 

Jumlah 1.766.584.162,11 1.073.473.713,44 693.110.448,67 
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10. Belanja – Bidang Pembangunan Desa 
Belanja Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:    

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Belanja Barang dan Jasa 289.433.518,04 277.581.964,00 11.851.554,04 

Belanja Modal 1.111.335.494,00 1.075.647.854,00 35.687.640,00 

Jumlah 1.400.769.012,04 1.353.229.818,00 47.539.194,04 

 

11. Belanja – Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 
Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:  

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Belanja Barang dan Jasa 98.922.340,00 93.094.445,00 5.827.895,00 

Belanja Modal 9.408.904,00 255.000,00 9.153.904,00 

Jumlah 108.331.244,00 93.349.445,00 14.981.799,00 

 

12. Belanja – Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:  

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Belanja Barang dan Jasa 124.419.604,00 75.924.760,00 48.494.844,00 

Belanja Modal 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 

Jumlah 219.419.604,00 170.924.760,00 48.494.844,00 

 

13. Belanja – Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan 
Mendesak Desa 
Selama tahun anggaran 2025, Pemerintahan Desa melakukan 

penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut:  

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Belanja Tidak Terduga 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 

Jumlah 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 

 

14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi 
Jumlah Belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut: 

a. Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Penghasilan Tetap dan 
Tunjangan Kepala Desa 

75.560.000,00 73.560.000,00 2.000.000,00 

Penghasilan Tetap dan 
Tunjangan Perangkat 
Desa 

613.800.000,00 613.800.000,00 0,00 

Jaminan Sosial Kepala 
Desa dan Perangkat Desa 

35.136.383,64 34.548.894,00 600.000,00 

Tunjangan BPD 74.400.000,00 74.400.000,00 0,00 

Jumlah 798.896.383,64 796.308.894,00 2.600.000,00 

 

b. Belanja Barang dan Jasa  
Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Belanja Barang 
Perlengkapan 

219.446.866,11 193.427.160,00 26.019.706,11 

Belanja Jasa Honorarium 190.276.195,00 157.364.356,00 32.911.839,00 

Belanja Perjalanan Dinas 37.532.928,00 19.400.000,00 18.132.928,00 

Belanja Jasa Sewa 14.565.000,00 4.050.000,00 10.515.000,00 
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Belanja Operasional 
Perkantoran 

100.335.680,00 82.765.271,44 17.570.408,56 

Belanja Pemeliharaan 139.718.917,04 138.352.587,00 1.366.330,04 

Belanja Barang dan Jasa 
yang Diserahkan kepada 
Masyarakat 

100.389.840,00 99.090.364,00 1.299.476,00 

Jumlah 802.265.426,15 694.449.738,44 107.815.687,71 

 

c. Belanja Modal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Belanja Modal Pengadaan 
Tanah 

0,00 0,00 0,00 

Belanja Modal Pengadaan 
Peralatan, Mesin dan Alat 
Berat 

104.166.504,00 62.272.450,00 41.894.054,00 

Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 

Belanja Modal Gedung, 
Bangunan dan Taman 

755.175.000,00 152.925.000,00 602.250.000,00 

Belanja Modal Jalan/ 
Prasarana Jalan 

542.959.294,00 508.530.000,00 34.429.294,00 

Belanja Modal Jembatan 0,00 0,00 0,00 

Belanja Modal Irigasi/ 
Embung/Drainase/Air 
Limbah/ Persampahan 

410.000.000,00 410.000.000,00 0,00 

Belanja Modal 
Jaringan/Instalasi 

67.750.000,00 66.491.654,00 1.258.346,00 

Belanja Modal Lainnya 13.878.904,00 0,00 13.878.904,00 

Jumlah 1.893.929.702,00 1.200.219.104,00 693.710.598,00 

 

d. Belanja Tidak Terduga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Belanja Tidak Terduga 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 

Jumlah 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 

 

15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi) 
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Sub Bidang 
Penyelenggaran Belanja 
Siltap, Tunjangan dan 
Operasional Pemerintahan 
Desa 

983.133.792,11 954.351.921,44 28.781.870,67 

Sub Bidang Penyediaan 
Sarana Prasarana 
Pemerintahan Desa 

651.407.200,00 34.486.250,00 616.920.950,00 

Sub Bidang Pengelolaan 
Administrasi 
Kependudukan, 
Pencatatan Sipil, Statistik 
dan Kearsipan 

38.279.906,00 38.199.906,00 80.000,00 

Sub Bidang 
Penyelenggaraan Tata 
Praja Pemerintahan, 

46.968.264,00 32.019.292,00 14.948.972,00 
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Perencanaan, Keuangan 
dan Pelaporan 

Sub Bidang Pertanahan 46.795.000,00 14.416.344,00 32.378.656,00 

Jumlah 1.766.584.162,11 1.073.473.713,44 693.110.448,67 

 

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Sub Bidang Pendidikan 7.971.067,00 6.771.067,00 1.200.000,00 

Sub Bidang Kesehatan 201.145.430,00 193.282.997,00 7.862.433,00 

Sub Bidang Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

867.984.294,00 833.480.000,00 34.504.294,00 

Sub Bidang Kawasan 
Pemukiman 

165.695.477,00 165.250.000,00 445.477,00 

Sub Bidang Kehutanan 
dan Lingkungan Hidup 

0,00 0,00 0,00 

Sub Bidang Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika 

114.047.744,04 110.520.754,00 3.526.990,04 

Sub Bidang Energi dan 
Sumberdaya Mineral 

0,00 0,00 0,00 

Sub Bidang Pariwisata 43.925.000,00 43.925.000,00 0,00 

Jumlah 1.400.769.012,04 1.353.229.818,00 47.539.194,04 

 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  
Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Sub Bidang 
Ketenteraman, Ketertiban 
Umum dan Perlindungan 
Masyarakat 

0,00 0,00 0,00 

Sub Bidang Kebudayaan 
dan Keagamaan 

79.452.340,00 78.624.445,00 827.895,00 

Sub Bidang Kepemudaan 
dan Olahraga 

18.878.904,00 6.000.000,00 12.878.904,00 

Sub Bidang Kelembagaan 
Masyarakat 

10.000.000,00 8.725.000,00 1.275.000,00 

Jumlah 108.331.244,00 93.349.445,00 14.981.799,00 

 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Sub Bidang Kelautan dan 
Perikanan 

95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 

Sub Bidang Pertanian dan 
Peternakan 

44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 

Sub Bidang Peningkatan 
Kapasitas Aparatur Desa 

0,00 0,00 0,00 

Sub Bidang 
Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan 
Anak dan Keluarga 

0,00 0,00 0,00 

Sub Bidang Koperasi, 
Usaha Micro Kecil dan 

9.934.256,00 4.424.760,00 5.509.496,00 
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Menengah (UMKM) 

Sub Bidang Dukungan 
Penanaman Modal 

58.735.348,00 15.750.000,00 42.985.348,00 

Sub Bidang Perdagangan 
dan Perindustrian 

11.350.000,00 11.350.000,00 0,00 

Jumlah 219.419.604,00 170.924.760,00 48.494.844,00 

 

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Sub Bidang 
Penanggulangan Bencana 

0,00 0,00 0,00 

Sub Bidang Keadaan 
Darurat 

0,00 0,00 0,00 

Sub Bidang Keadaan 
Mendesak 

36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 

Jumlah 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 

 

16. Pembiayaan 
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:  

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Penerimaan Pembiayaan 290.222.022,15 290.222.022,15 0,00 

Pengeluaran Pembiayaan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 

Pembiayaan Netto 190.222.022,15 190.222.022,15 0,00 

 

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari: 

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

1. SiLPA tahun anggaran 
sebelumnya 

290.222.022,15 290.222.022,15 0,00 

2. Pencairan Dana 
Cadangan 

0,00 0,00 0,00 

3. Hasil penjualan 
kekayaan Desa yang 
dipisahkan kecuali 
tanah dan bangunan. 

0,00 0,00 0,00 

4. Penerimaan Kembali 
Penyertaan Modal 

0,00 0,00 0,00 

5. Penerimaan 
Pembiayaan Lainnya 

0,00 0,00 0,00 

Jumlah Penerimaan 
Pembiayaan  

290.222.022,15 290.222.022,15 0,00 
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Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari: 

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

1. Pembentukan dana 
cadangan 

0,00 0,00 0,00 

2. Penyertaan modal 
desa 

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 

3. Setor kembali 
pendapatan transfer 

0,00 0,00 0,00 

4. Pengeluaran 
pembiayaan lainnya 

0,00 0,00 0,00 

Pembiayaan Netto 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 

 

17. Aset Desa 
Perolehan Aset Desa adalah sebagai berikut:                                                                                                                                                                    

Jenis Aset Tetap Tahun 2024 Tahun 2025 
Penambahan/ 
(Pengurangan) 

Tanah 116.852.316.500,00 118.151.916.500,00 1.299.600.000,00  

Peralatan dan 
Mesin 

579.681.700,00 706,055,304.00  126.373.604,00  

Kendaraan 
Bermotor 

280.000.000,00 280.000.000,00  -    

Gedung dan 
Bangunan 

2.438.653.950,00 2,591,578,950.00  152.925.000,00  

Jalan, Irigasi dan 
Jaringan 

21.972.075.000,00 22,890,605,000.00  918.530.000,00  

Aset Tetap Lainnya 3.500.000,00 3,500,000.00  -    

Jumlah Aset Tetap  142.126.227.150,00 144.623.655.754,00 2.497.428.604,00  
Sumber : Laporan Hasil Inventarisasi Aset Desa 

 

18. Penyertaan Modal Desa 
Penyertaan Modal Desa adalah sebagai berikut:  

Uraian Tahun 2024 Tahun 2025 Penambahan/ 
(Pengurangan) 

BUM Desa Retno 
Suwari Leran 

408.000.000,00 458.000.000,00 50.000.000,00 

KDMP Leran 
Kecamatan Manyar 

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 

Jumlah Penyertaan 
Modal Desa 

408.000.000,00 508.000.000,00 100.000.000,00 
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2. Laporan Realisasi Kegiatan 
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3. Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang Masuk 

Ke Desa Tahun Anggaran 2025 
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BAB VIII 

KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH 

 

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 

Kode Rekening Program Kerja 
Rencana 

(Rp) 

Pelaksanaan 

(Rp) 

Keberhasilan/ 

Capaian 

(%) 

Permasalahan yang Dihadapi Upaya yang Ditempuh 

1    Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 
     

1 1   
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja 

Siltap, Tunjangan dan Operasional 

Pemerintahan Desa 

     

1 1 01  Penyediaan Penghasilan Tetap dan 

Tunjangan Kepala Desa 
     

1 1 01 01 Penghasilan Tetap Kepala Desa 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00%   

1 1 01 02 Tunjangan Kepala Desa 39.200.000,00 39.200.000,00 100,00%   

1 1 02  Penyediaan Penghasilan Tetap dan 

Tunjangan Perangkat Desa 
     

1 1 02 01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa 316.800.000,00 316.800.000,00 100,00%   

1 1 02 02 Tunjangan Perangkat Desa 221.760.000,00 221.760.000,00 100,00%   

1 1 03  Penyediaan Jaminan Sosial bagi 

Kepala Desa dan Perangkat Desa 
     

1 1 03 01 Jaminan Sosial Kepala Desa 600.000,00 - 0,00% 
Anggaran tidak terserap, karena Pj. 

Kepala Desa adalah PNS 

Tidak menganggarkan 

untuk kegiatan ini apabila 

Kepala Desa dijabat oleh 

Pj 

1 1 03 02 Jaminan Sosial Perangkat Desa 34.548.894,00 34.548.894,00 100,00%   

1 1 04  

Penyediaan Operasional Pemerintah 

Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, 

Perlengkapan Perkantoran, Pakaian 

Dinas/Astribut, Listrik/ Telpon, dll) 

     

1 1 04 01 Operasional Pemerintah Desa 104.199.898,11 83.458.027,44 80,09% 
Anggaran tidak terserap maksimal 

dikarenakan sebagian output 

Melakukan efiseinsi 

anggaran dan 
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Kode Rekening Program Kerja 
Rencana 

(Rp) 

Pelaksanaan 

(Rp) 

Keberhasilan/ 

Capaian 

(%) 

Permasalahan yang Dihadapi Upaya yang Ditempuh 

kegiatan tidak dapat dilaksanakan 

sepenuhnya 

menyesuaikan kebutuhan 

1 1 05  Penyediaan Tunjangan BPD      

1 1 05 01 Tunjangan Kedudukan 74.400.000,00 74.400.000,00 100,00%   

1 1 06  
Penyediaan Operasional BPD (rapat, 

ATK, Makan Minum, Pakaian 

Seragam, Listrik dll) 

     

1 1 06 01 Operasional BPD 13.185.000,00 8.625.000,00 65,42% 

Anggaran tidak terserap maksimal 

dikarenakan sebagian output 

kegiatan tidak dapat dilaksanakan 

sepenuhnya  

Melakukan efiseinsi 

anggaran dan 

menyesuaikan kebutuhan 

1 1 07  Penyediaan Insentif/ Operasional 

RT/RW 
     

1 1 07 01 Operasional RT/RW 28.800.000,00 28.800.000,00 100,00%   

1 1 08  Operasional Pemerintah Desa yang 

bersumber dari Dana Desa 
     

1 1 08 02 

Dukungan Penyelenggaraan 

Pencegahan dan Penanggulangan 

Kerawanan Sosial 

2.040.000,00 1.160.000,00 56,86% 

Anggaran tidak terserap maksimal 

dikarenakan sebagian output 

kegiatan tidak dapat dilaksanakan 

sepenuhnya  

Melakukan efiseinsi 

anggaran dan 

menyesuaikan kebutuhan 

1 1 08 03 
Dukungan Kegiatan Seremonial di 

Desa 
31.000.000,00 31.000.000,00 100,00%   

1 1 90  Tambahan Tunjangan Kepala Desa 35.360.000,00 33.360.000,00 94,34% 

Anggaran tidak terserap maksimal 

dikarenakan Pj Kepala Desa diganti 

sementara oleh Plt. 

Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran (SiLPA) akan 

dimasukkan dalam 

Penerimaan Pembiayaan 

1 1 91  Tambahan Tunjangan Perangkat Desa 75.240.000,00 75.240.000,00 100,00%   

1 1 92  Honorarium Staf Desa      

1 1 92 01 Honorarium Staf Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00%   

1 2   Sub Bidang Penyediaan Sarana 

Prasarana Pemerintahan Desa 
     

1 2 01  Penyediaan Sarana (Aset Tetap) 

Perkantoran/ Pemerintahan 
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Kode Rekening Program Kerja 
Rencana 

(Rp) 

Pelaksanaan 

(Rp) 

Keberhasilan/ 

Capaian 

(%) 

Permasalahan yang Dihadapi Upaya yang Ditempuh 

1 2 01 06 Prasarana Kantor Lainnya 37.985.304,00 29.316.250,00 77,18% 

Anggaran tidak terserap maksimal 

dikarenakan sebagian output 

kegiatan tidak dapat dilaksanakan 

sepenuhnya  

Melakukan efiseinsi 

anggaran dan 

menyesuaikan kebutuhan 

1 2 02  Pemeliharaan Gedung/ Prasarana 

Kantor Desa 
     

1 2 02 01 
Pemeliharaan Gedung dan Prasarana 

Perkantoran Desa 
5.171.896,00 5.170.000,00 99,96% Anggaran tidak terserap 100% 

Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran (SiLPA) akan 

dimasukkan dalam 

Penerimaan Pembiayaan 

1 2 03  
Pembangunan/Rehabilitasi/ 

Peningkatan Gedung/ Prasarana 

Kantor Desa**) 

     

1 2 03 04 Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan 602.250.000,00 - 0,00% 

Anggaran tidak terserap, karena 

Dana yang masuk ke Rekening Kas 

Desa pada akhir tahun sehingga tidak 

bisa merealisasikannya 

Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran (SiLPA) akan 

dimasukkan dalam 

Penerimaan Pembiayaan 

dan dianggarkan kembali 

di tahun berikutnya 

1 2 99  Lain-Lain Sub Bidang Sarana 

Prasarana Pemerintahan Desa 
6.000.000,00 - 0,00% 

Anggaran tidak terserap, karena 

didanai dari DLL 

Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran (SiLPA) akan 

dimasukkan dalam 

Penerimaan Pembiayaan 

1 3   
Sub Bidang Pengelolaan Administrasi 

Kependudukan, Pencatatan Sipil, 

Statistik dan Kearsipan 

     

1 3 01  Pelayanan Administrasi Umum dan 

Kependudukan 
     

1 3 01 01 
Pelayanan Administrasi Umum dan 

Kependudukan 
1.252.000,00 1.172.000,00 93,61% Anggaran tidak terserap 100% 

Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran (SiLPA) akan 

dimasukkan dalam 

Penerimaan Pembiayaan 

1 3 02  Penyusunan, Pendataan, dan 

Pemutakhiran Profil Desa**) 
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Kode Rekening Program Kerja 
Rencana 

(Rp) 

Pelaksanaan 

(Rp) 

Keberhasilan/ 

Capaian 

(%) 

Permasalahan yang Dihadapi Upaya yang Ditempuh 

1 3 02 01 
Dokumen Profil Desa (profil 

kependudukan dan potensi desa) 
36.517.906,00 36.517.906,00 100,00%   

1 3 03  Pengelolaan Administrasi dan 

Kearsipan Pemerintahan Desa 
     

1 3 03 01 
Pengelolaan administrasi dan 

kearsipan pemerintahan desa 
510.000,00 510.000,00 100,00%   

1 4   
Sub Bidang Penyelenggaraan Tata 

Praja Pemerintahan, Perencanaan, 

Keuangan dan Pelaporan 

     

1 4 01  
Penyelenggaraan Musyawarah 

Perencanaan Desa/Pembahasan 

APBDes (Reguler) 

     

1 4 01 01 
Terselenggaranya Musyawarah Desa 

Perencanaan Desa 
3.706.392,00 3.644.760,00 98,34% Anggaran tidak terserap 100% 

Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran (SiLPA) akan 

dimasukkan dalam 

Penerimaan Pembiayaan 

1 4 01 02 
Terselenggaranya Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa 
3.864.286,00 3.644.760,00 94,32% Anggaran tidak terserap 100% 

Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran (SiLPA) akan 

dimasukkan dalam 

Penerimaan Pembiayaan 

1 4 01 03 
Terselenggaranya Musyawarah 

Pembahasan APB Desa 
3.864.286,00 3.644.760,00 94,32% Anggaran tidak terserap 100% 

Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran (SiLPA) akan 

dimasukkan dalam 

Penerimaan Pembiayaan 

1 4 01 04 
Terselenggaranya Musyawarah 

Lainnya 
7.412.784,00 - 0,00% 

Anggaran tidak terserap, karena 

optional untuk membackup kegiatan 

musyawarah yang mendesak 

Melakukan efiseinsi 

anggaran dan 

menyesuaikan kebutuhan 

1 4 02  
Penyelenggaraan Musyawarah Desa 

Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non 

Reguler) 

     

1 4 02 01 
Terselenggaranya Musyawarah Desa 

Non Reguler 
20.436.564,00 17.190.012,00 84,11% 

Anggaran tidak terserap maksimal 

dikarenakan sebagian output 

kegiatan tidak dapat dilaksanakan 

sepenuhnya  

Melakukan efiseinsi 

anggaran dan 

menyesuaikan kebutuhan 
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Kode Rekening Program Kerja 
Rencana 

(Rp) 

Pelaksanaan 

(Rp) 

Keberhasilan/ 

Capaian 

(%) 

Permasalahan yang Dihadapi Upaya yang Ditempuh 

1 4 03  Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 
     

1 4 03 01 Dokumen Perencanaan Desa 2.810.904,00 1.550.000,00 55,14% 

Anggaran tidak terserap maksimal 

dikarenakan sebagian output 

kegiatan tidak dapat dilaksanakan 

sepenuhnya  

Melakukan efiseinsi 

anggaran dan 

menyesuaikan kebutuhan 

1 4 04  
Penyusunan Dokumen Keuangan 

Desa (APBDes, APBDes Perubahan, 

LPJ dll) 

     

1 4 04 01 Dokumen Keuangan Desa 2.514.816,00 1.465.000,00 58,25% 

Anggaran tidak terserap maksimal 

dikarenakan sebagian output 

kegiatan tidak dapat dilaksanakan 

sepenuhnya  

Melakukan efiseinsi 

anggaran dan 

menyesuaikan kebutuhan 

1 4 05  Pengelolaan Administrasi/ 

Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 
     

1 4 05 01 
Terselenggaranya Pengelolaan 

Administrasi Aset Desa 
683.232,00 - 0,00% 

Anggaran tidak terserap, karena 

didanai dari BHPR 

Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran (SiLPA) akan 

dimasukkan dalam 

Penerimaan Pembiayaan 

1 4 06  
Penyusunan Kebijakan Desa 

(Perdes/Perkades selain 

Perencanaan/Keuangan) 

     

1 4 06 01 
Dokumen Kebijakan Desa non 

Rencana Pembangunan/Keuangan 
1.105.000,00 610.000,00 55,20% Anggaran tidak terserap 100% 

Melakukan efiseinsi 

anggaran dan 

menyesuaikan kebutuhan 

1 4 07  
Penyusunan Laporan Kepala Desa, 

LPPDesa dan Informasi Kepada 

Masyarakat 

     

1 4 07 01 
Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 
570.000,00 270.000,00 47,37% Anggaran tidak terserap 100% 

Melakukan efiseinsi 

anggaran dan 

menyesuaikan kebutuhan 

1 5   Sub Bidang Pertanahan      

1 5 06  Administrasi Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) 
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Kode Rekening Program Kerja 
Rencana 

(Rp) 

Pelaksanaan 

(Rp) 

Keberhasilan/ 

Capaian 

(%) 

Permasalahan yang Dihadapi Upaya yang Ditempuh 

1 5 06 01 Terselenggaranya Administrasi PBB 14.845.000,00 14.416.344,00 97,11% Anggaran tidak terserap 100% 

Melakukan efiseinsi 

anggaran dan 

menyesuaikan kebutuhan 

1 5 07  Penentuan/Penegasan Batas/Patok 

Tanah Kas Desa 
     

1 5 07 01 Batas Tanah Desa 31.950.000,00 - 0% 
Anggaran tidak terserap, karena 

didanai dari BHPR 

Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran (SiLPA) akan 

dimasukkan dalam 

Penerimaan Pembiayaan 

Tingkat Pencapaian 1.766.584.162,11 1.073.473.713,44 60,77%   
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2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 

Kode Rekening Program Kerja 
Rencana 

(Rp) 

Pelaksanaan 

(Rp) 

Keberhasilan/ 

Capaian 

(%) 

Permasalahan yang Dihadapi Upaya yang Ditempuh 

2       
Bidang Pelaksanaan Pembangunan 
Desa 

     

2 1     Sub Bidang Pendidikan      

2 1 01   
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/ 
TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik 
Desa (Honor, Pakaian, dll) 

     

2 1 01 01 Operasional PAUD Milik Desa  4.421.067,00   4.421.067,00  100,00%   

2 1 10   
Dukungan Pendidikan bagi Siswa 
Miskin/Berprestasi 

     

2 1 10 01 Jumlah Siswa Penerima Beasiswa  3.550.000,00   2.350.000,00  66,20% 

Anggaran tidak terserap maksimal 
dikarenakan sebagian output 
kegiatan tidak dapat dilaksanakan 
sepenuhnya 

Melakukan efiseinsi 
anggaran dan 
menyesuaikan kebutuhan 

2 2     Sub Bidang Kesehatan      

2 2 02   
Penyelenggaraan Posyandu (Makan 
Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, 
Insentif) 

     

2 2 02 01 Makanan Tambahan  76.230.000,00   76.230.000,00  100,00%   

2 2 02 02 Jumlah Ibu Hamil  3.600.000,00   3.600.000,00  100,00%   

2 2 02 03 Jumlah Lansia  9.000.000,00   9.000.000,00  100,00%   

2 2 02 04 
Terselenggaranya Operasional 
Posyandu 

 46.236.000,00   46.236.000,00  100,00%   

2 2 04   
Penyelenggaraan Desa Siaga 
Kesehatan 

     

2 2 04 02 
Penyelenggaraan Desa Siaga 
Kesehatan Lainnya 

 57.079.430,00   49.216.997,00  86,23% Anggaran tidak terserap 100% 

Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran (SiLPA) akan 
dimasukkan dalam 
Penerimaan Pembiayaan 

2 2 09   

Pembangunan/Rehabilitasi/ 
Peningkatan/Pengadaan 
Sarana/Prasarana 
Posyandu/Polindes/PKD** 

     

2 2 09 05 
Sarana Posyandu/Polindes/PKD 
Lainnya 

 9.000.000,00   9.000.000,00  100,00%   
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Kode Rekening Program Kerja 
Rencana 

(Rp) 

Pelaksanaan 

(Rp) 

Keberhasilan/ 

Capaian 

(%) 

Permasalahan yang Dihadapi Upaya yang Ditempuh 

2 3     
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

     

2 3 01   Pemeliharaan Jalan Desa      

2 3 01 01 Pemeliharaan Jalan Desa  10.000.000,00   10.000.000,00  100,00%   

2 3 11   
Pembangunan/Rehabilitasi/ 
Peningkatan/Pengerasan Jalan 
Lingkungan Permukiman**) 

     

2 3 11 01 Jalan Pemukiman/Gang  250.000.000,00   250.000.000,00  100,00%   

2 3 12   
Pembangunan/Rehabilitasi/ 
Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha 
Tani**) 

     

2 3 12 01 Pembangunan Jalan Usaha Tani  92.429.294,00   58.000.000,00  62,75% 

Anggaran tidak terserap maksimal 
dikarenakan sebagian output 
kegiatan tidak dapat dilaksanakan 
sepenuhnya 

Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran (SiLPA) akan 
dimasukkan dalam 
Penerimaan Pembiayaan 

2 3 14   
Pembangunan/Rehabilitasi/ 
Peningkatan Prasarana Jalan Desa 
(Gorong, Selokan, dll) 

     

2 3 14 01 

Prasarana Jalan Desa (Gorong-
gorong, Selokan, Box/Slab 
Culvert,Drainase, Prasarana Jalan 
lain)  

 413.530.000,00   413.530.000,00  100,00%   

2 3 16   

Pembangunan/Rehabilitasi/ 
Peningkatan Pemakaman Milik 
Desa/Situs Bersejarah Milik 
Desa/Petilasan 

     

2 3 16 01 Pemakaman Milik Desa  100.000.000,00   100.000.000,00  100,00%   

2 3 99   
Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang 
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

 2.025.000,00   1.950.000,00  96,30% Anggaran tidak terserap 100% 

Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran (SiLPA) akan 
dimasukkan dalam 
Penerimaan Pembiayaan 

2 4     Sub Bidang Kawasan Pemukiman      

2 4 05   
Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman 
(Gorong-Gorong, Selokan, Parit diluar 
Prasarana Jalan) 

     

2 4 05 01 Pemeliharaan Sanitasi  46.695.477,00   46.695.000,00  100,00%   
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Kode Rekening Program Kerja 
Rencana 

(Rp) 

Pelaksanaan 

(Rp) 

Keberhasilan/ 

Capaian 

(%) 

Permasalahan yang Dihadapi Upaya yang Ditempuh 

2 4 13   
Pembangunan/Rehabilitasi/ 
Peningkatan Sanitasi Permukiman**) 

     

2 4 13 01 
Sanitasi Permukiman (Gorong-
gorong, Selokan, Parit, dll., diluar 
prasarana jalan) 

 102.000.000,00   102.000.000,00  100,00%   

2 4 90   

Pengadaan/Pembangunan/ 
Pengembangan/ Pemeliharaan 
Penerangan Permukiman/Jalan 
Lingkungan/Desa 

     

2 4 90 04 
Pemeliharaan Penerangan 
Permukiman/Jalan Lingkungan/Desa 

 17.000.000,00   16.555.000,00  97,38% Anggaran tidak terserap 100% 

Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran (SiLPA) akan 
dimasukkan dalam 
Penerimaan Pembiayaan 

2 6     
Sub Bidang Perhubungan, 
Komunikasi dan Informatika 

     

2 6 02   
Penyelenggaraan Informasi Publik 
Desa (Poster, Baliho, dll) 

     

2 6 02 01 
Poster/Baliho Informasi 
penetapan/LPJ APBDes untuk 
informasi kepada masyarakat 

 1.620.000,00   702.000,00  43,33% 

Anggaran tidak terserap maksimal 
dikarenakan sebagian output 
kegiatan tidak dapat dilaksanakan 
sepenuhnya  

Melakukan efiseinsi 
anggaran dan 
menyesuaikan kebutuhan 

2 6 03   
Pembuatan dan Pengelolaan 
Jaringan/Instalasi Komunikasi dan 
Informasi Lokal Desa  

     

2 6 03 01 
Pembuatan dan Pengelolaan 
Jaringan/Instalasi Komunikasi dan 
Informasi Lokal Desa  

 67.750.000,00   66.491.654,00  98,14% Anggaran tidak terserap 100% 

Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran (SiLPA) akan 
dimasukkan dalam 
Penerimaan Pembiayaan 

2 6 04   
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 
Transportasi Desa 

     

2 6 04 01 
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 
Transportasi Desa 

 2.976.544,04   1.625.900,00  54,62% 

Anggaran tidak terserap maksimal 
dikarenakan sebagian output 
kegiatan tidak dapat dilaksanakan 
sepenuhnya  

Melakukan efiseinsi 
anggaran dan 
menyesuaikan kebutuhan 

2 6 90   
Pengembangan Infrastruktur 
Pendukung Desa Siap 

     

2 6 90 01 Infrastruktur Pendukung Desa Siap  41.701.200,00   41.701.200,00  100,00%   
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Kode Rekening Program Kerja 
Rencana 

(Rp) 

Pelaksanaan 

(Rp) 

Keberhasilan/ 

Capaian 

(%) 

Permasalahan yang Dihadapi Upaya yang Ditempuh 

2 8     Sub Bidang Pariwisata      

2 8 02   
Pembangunan/Rehabilitasi/ 
Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Pariwisata Milik Desa**) 

     

2 8 02 01 
Sarana dan Prasarana Pariwisata 
Milik Desa 

 43.925.000,00   43.925.000,00  100,00%   

Tingkat Pencapaian 1.400.769.012,04 1.353.229.818,00 96,61%   
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3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 

Kode Rekening Program Kerja 
Rencana 

(Rp) 

Pelaksanaan 

(Rp) 

Keberhasilan/ 

Capaian 

(%) 

Permasalahan yang Dihadapi Upaya yang Ditempuh 

3       Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
Desa 

     

3 2     Sub Bidang Kebudayaan dan 
Keagamaan 

     

3 2 03   Penyelenggaraan Festival Kesenian, 
Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan 
(HUT RI, Raya Keagamaan, dll) 

     

3 2 03 01 Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan 
Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, 
dan Keagamaan (perayaan hari 
kemerdekaan, hari besar keagamaan, 
dll) tingkat Desa 

79.452.340,00  78.624.445,00  98,96% Anggaran tidak terserap 100% 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
(SiLPA) akan dimasukkan dalam 
Penerimaan Pembiayaan 

3 3 03   Penyelenggaraan Festival/ Lomba 
Kepemudaan dan Olahraga Tingkat 
Desa 

     

3 3 03 01 Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan 
Festival/Lomba Kepemudaan dan 
Olahraga tingkat Desa 

13.878.904,00   6.000.000,00  43,23% 
Anggaran tidak terserap, 
karena didanai dari BHPR 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
(SiLPA) akan dimasukkan dalam 
Penerimaan Pembiayaan 

3 3 06   Pembinaan Karangtaruna/ Klub 
Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa 

     

3 3 06 01 Terselenggaranya Pembinaan Karang 
Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah 
raga Milik Desa  5.000.000,00  0,00    0,00% 

Anggaran tidak terserap, 
karena didanai dari BHPR 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
(SiLPA) akan dimasukkan dalam 
Penerimaan Pembiayaan dan 
dianggarkan kembali di tahun 
berikutnya 

3 4     Sub Bidang Kelembagaan 
Masyarakat 

     

3 4 03   Pembinaan PKK      

3 4 03 01 Terselenggaranya Pembinaan PKK 
10.000.000,00  8.725.000,00  87,25% Anggaran tidak terserap 100% 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
(SiLPA) akan dimasukkan dalam 
Penerimaan Pembiayaan 

Tingkat Pencapaian 108.331.244,00 93.349.445,00 86,17%   
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4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

Kode Rekening Program Kerja 
Rencana 

(Rp) 

Pelaksanaan 

(Rp) 

Keberhasilan/ 

Capaian 

(%) 

Permasalahan yang Dihadapi Upaya yang Ditempuh 

4       Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
Desa 

        

4 1     Sub Bidang Kelautan dan Perikanan         

4 1 03   Pembangunan/Rehabilitasi/ 
Peningkatan Karamba/Kolam 
Perikanan Darat Milik Desa 

        

4 1 03 02 Kolam Perikanan Darat Milik Desa 95.000.000,00  95.000.000,00  100,00%   

4 2     Sub Bidang Pertanian dan 
Peternakan         

4 2 04   Pemeliharaan Saluran Irigasi 
Tersier/Sederhana 

        

4 2 04 01 Pemeliharan Saluran Irigasi 
Tersier/Sederhana 

44.400.000,00  44.400.000,00  100,00%   

4 5 99   Lain-Lain Sub Bidang Koperasi, 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) 

9.934.256,00  4.424.760,00  44,54% 

Anggaran tidak terserap maksimal 
dikarenakan sebagian output 
kegiatan tidak dapat dilaksanakan 
sepenuhnya 

Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran (SiLPA) akan 
dimasukkan dalam 
Penerimaan Pembiayaan 

4 6     Sub Bidang Dukungan Penanaman 
Modal 

        

4 6 02   Pelatihan Pengelolaan BUM Desa 
(Pelatihan yang Dilaksanakan oleh 
Pemdes) 

        

4 6 02 01 Jumlah Peserta Pelatihan 
Pengelolaan BUM Desa 
(Dilaksanakan oleh Desa) 

58.735.348,00  15.750.000,00  26,82% 

Anggaran tidak terserap maksimal 
dikarenakan sebagian output 
kegiatan tidak dapat dilaksanakan 
sepenuhnya 

Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran (SiLPA) akan 
dimasukkan dalam 
Penerimaan Pembiayaan 

4 7     Sub Bidang Perdagangan dan 
Perindustrian 

        

4 7 01   Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik 
Desa 

        

4 7 01 01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik 
Desa 

11.350.000,00  11.350.000,00  100,00%   

Tingkat Pencapaian 219.419.604,00 170.924.760,00 77,90%   
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5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 

Kode Rekening Program Kerja 
Rencana 

(Rp) 

Pelaksanaan 

(Rp) 

Keberhasilan/ 

Capaian 

(%) 

Permasalahan yang Dihadapi Upaya yang Ditempuh 

5       
Bidang Penanggulangan Bencana, 
Darurat dan Mendesak Desa 

      
  

5 3     Sub Bidang Keadaan Mendesak       
  

5 3 01   Sub Bidang Keadaan Mendesak       
  

5 3 01 01 Bantuan Langsung Tunai (BLT) 36.000.000,00  36.000.000,00  100,00% 
  

Tingkat Pencapaian 36.000.000,00  36.000.000,00  100,00% 
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BAB IX 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan Laporan 

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 

tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 ayat (1) “Laporan penyelenggaraan 

pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa 

kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 

berakhirnya tahun anggaran”. 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun 

Anggaran 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban tertulis atas seluruh 

pelaksanaan tugas dan kewajiban selama satu tahun anggaran. Laporan ini 

menjadi instrumen krusial dalam siklus pengelolaan keuangan desa yang 

bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian kinerja, 

efektivitas penggunaan anggaran, serta kualitas pelayanan publik yang telah 

diberikan kepada masyarakat. 

Berdasarkan pelaksanaan program kerja sepanjang tahun 2025, dapat ditarik 

beberapa hal pokok sebagai kesimpulan: 

1. Pemenuhan Kewajiban Konstitusional 

Penyampaian LPPD ini dilakukan sesuai amanat regulasi paling lambat 3 

(tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran sebagai bukti komitmen 

terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. 

2. Implementasi Program Strategis Nasional dan Daerah 

Pemerintah Desa telah berhasil mengalokasikan dan merealisasikan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak dan 

Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan 

Lain sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

3. Kesesuaian Perencanaan dan Realisasi 

Pelaksanaan kegiatan secara umum telah merujuk pada dokumen RKP Desa 

dan APB Desa Tahun Anggaran 2025. 

 

Laporan ini menjadi cerminan dedikasi Pemerintah Desa Leran Kecamatan 

Manyar Kabupaten Gresik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance) demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Desa. 

 

B. Ucapan Terimakasih 

Pemerintah Desa Leran mengukir prestasi sebagai Peringkat 4 Tingkat 

Nasional Desa Cinta Statistik pada Tahun 2025, kami menyampaikan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah 

berkontribusi dalam pembangunan desa sepanjang tahun 2025.  
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Kerja sama yang solid ini menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang bersih dan efektif. Pemerintah Desa berkomitmen untuk terus 

berinovasi dan meningkatkan pelayanan publik yang lebih akuntabel dan inklusif 

untuk terus melangkah bersama, bahu-membahu membangun desa demi 

mewujudkan desa yang berkarakter, mandiri, unggul, dan berkelanjutan, serta 

senantiasa memberikan manfaat yang luas bagi seluruh kesejahteraan 

masyarakat. 

 

C. Saran dan Permohonan Petunjuk serta Arahan Lebih Lanjut 

Dalam rangka peningkatan kualitas dalam penyusunan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pemerintah Desa Leran memberi saran 

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten / Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

terkait untuk memberikan pedoman teknis penyusunan Laporan Penyelenggaran 

Pemerintahan Desa berserta contoh nya. 

Kami juga mohon petunjuk dan arahan lebih lanjut perihal Laporan 

Penyelenggaran Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran, agar dapat sesuai 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 

2016 tentang Laporan Kepala Desa. 

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun 

Anggaran 2025  ini dibuat sebagai bahan evaluasi untuk mewujudkan tata kelola 

pemerintahan desa yang semakin baik, transparan, dan berorientasi pada 

kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Desa. 

 

 

 



 

LAMPIRAN 

 

LAPORAN REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK  

AKHIR BULAN DESEMBER 2025 

 

Sumber : Satu Data Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik 

 

Nomor 
Urut 

Nama Desa 

Jumlah Penduduk Akhir Bulan 

Ket WNA WNI Jumlah 
KK 

Jumlah 
Anggota 
Keluarga 

Jumlah 
Jiwa L P L P 

1 Leran 0 0 3.086 2.958 1.768 4.276 6.044  
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